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ABSTRAK

TAKWA MUNAWATI (P0907211508). Tanggungjawab Dokter dalam
Tindakan Kedokteran, dibimbing oleh Ahmadi Miru dan Oky Deviany
Burhamzah.

Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) pelaksanaan
persetujuan tindakan kedokteran  (2) tanggungjawab dokter dalam
wanprestasi.

Penelitian ini dilaksanakan di Makassar khususnya di Balai
Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM). Seluruh data diperoleh
yakni data primer, data sekunder dianalisis dengan teknik analisis
kualitatif.

Berdasarkan hasil analisis secara kualitatif  dari data primer
dan data sekunder penulis berkesimpulan bahwa Pelaksanaan
Persetujuan Tindakan Kedokteran di Balai Besar Kesehatan Paru
Masyarakat (BBKPM) Makassar belum optimal, hal ini disebabkan
karena hasil kesepakatan terhadap tindakan kedokteran berupa
informed consent tidak dilampirkan di dalam berkas rekam medik
pasien. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Permenkes Nomor 290
Tahun 2008 tentang persetujuan tindakan Kedokteran Pasal 9 Ayat (2)
penjelasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dicatat dan
didokumentasikan dalam berkas rekam medik oleh dokter atau dokter
gigi yang diberikan penjelasan dengan mencantumkan waktu, nama,
dan tanda tangan pemberi penjelasan dan penerima
penjelasan.Tanggungjawab dokter terhadap wanprestasi di Balai Besar
Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar belum optimal, karena
ketentuan wanprestasi point ketiga masih dilaksanakan yaitu
melakukan tetapi terlambat dalam hal ini prestasi terhadap jam
pelayanan tidak dilaksanakan tepat waktu atau dengan kata lain
melaksanakan tetapi terlambat.

Kata Kunci : Tanggungjawab, Dokter, dan Tindakan Kedokteran.



ABSTRACT

TAKWA MUNAWATI ( P0907211508). The Responsibility of Doctor in
Medical Action, guided by Ahmadi Miru and Oky Deviany Burhamzah.

This Research aimed to find out ( 1) execution of approval of
doctor action ( 2) doctor responsibility in wanprestasi.

This research is executed at Makassar specially in Big Hall of
Health Of lung Society ( BBKPM). Entire All data obtained namely
primary data, data of sekunder analysed with technique analyse
qualitative.

Based on a qualitative analysis of primary data and secondary
data, the authors concluded that the implementation of the Agreement
on Measures Medical Center for Lung Health Society (BBKPM)
Makassar is not optimal, it is due to the agreement of the medical act is
not attached informed consent form in the medical record file patients.
This is contrary to the provisions of Minister Regulation No. 290 of 2008
on the approval of the actions of Medicine Article 9, Paragraph (2) an
explanation as referred to in paragraph (1) shall be recorded and
documented in the medical record file by the doctor or dentist that you
are given an explanation by stating the time, name, and explanation
signature giver and receiver information. Responsibilty against
defaulting doctors at the Center for Lung Health Society (BBKPM)
Makassar is not optimal, because the default provisions of the third
point is to do but still performed late in the achievement of the hours of
service are not implemented on time or with a word others carry but too
late.

Keyword : Responsibility, Doctor, and Action Doctor.
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BAB  I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan di bidang kesehatan sebagai salah satu upaya

pembangunan nasional yang diselenggarakan dengan berasaskan

perikemanusian, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan

terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender, non diskriminatif dan

norma-norma agama 1 guna meningkatkan kesadaran, kemauan, dan

kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan

derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi

pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan

ekonomis2. Dalam perkembangan pembangunan kesehatan selama ini,

telah terjadi perubahan orientasi, baik dalam tata nilai maupun pemikiran

terutama mengenai upaya pemecahan masalah di bidang kesehatan yang

dipengaruhi oleh faktor-faktor politik, sosial, budaya, pertahanan dan

keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan orientasi

tersebut akan mempengaruhi proses penyelenggaraan kesehatan.

Pembangunan kesehatan haruslah dilakukan secara

komprehensif atau terpadu dan berkesinambungan guna mencapai hasil

yang optimal. Pembangunan kesehatan itu meliputi peningkatan

1Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pasal 2 Sinar Grafika. Hal 6
2 Ibid Pasal 3
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kesehatan atau promotif, pencegahan penyakit atau preventif,

penyembuhan penyakit atau kuratif, dan pemulihan kesehatan atau

rehabilitatif.

Untuk mencapai cita-cita tersebut diatas, maka tersedianya

tenaga medis (dokter dan dokter gigi) yang handal, profesional, dan

bertanggungjawab terhadap hak dan kewajibannya adalah salah satu

faktor penentu di dalam tercapainya arah pembangunan kesehatan yang

diharapkan.

Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data

kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun

yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan 3 . Hanya saja, di dalam

menjalankan profesi kedokteran atau tenaga kesehatan lainnya selama

ini, ada satu hal yang belum disadari oleh tenaga medis, bahwa saat ini ia

menerima pasien untuk mengatasi masalah kesehatan baik penyembuhan

penyakit atau kuratif, pencegahan penyakit atau preventif, pemulihan

kesehatan atau rehabilitatif, maupun peningkatan kesehatan atau

promotif, sebetulnya telah terjadi transaksi atau persetujuan antara dua

pihak dalam bidang pelayanan kesehatan yang disebut sebagai transaksi

teraupetik.

Dalam profesi kedokteran, komunikasi dokter-pasien merupakan

salah satu kompetensi yang harus dikuasai dokter. Kompetensi

komunikasi menentukan keberhasilan dalam membantu penyelesaian

3Undang-Undang No 36 Tahun 2009. Tentang Kesehatan. Sinar Grafika. Jakarta. Hal 7
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masalah kesehatan pasien. Selama ini kompetensi komunikasi dapat

dikatakan terabaikan, baik dalam pendidikan maupun dalam praktik

kedokteran atau kedokteran gigi.

Di Indonesia, sebagian dokter merasa tidak mempunyai waktu

yang cukup untuk berbincang-bincang dengan pasiennya, sehingga hanya

bertanya seperlunya. Akibatnya dokter bisa saja tidak mendapatkan

keterangan yang cukup untuk menegakkan diagnosis dan menentukan

perencanaan dan tindakan lebih lanjut. Dari sisi pasien, umumnya pasien

merasa dalam posisi lebih rendah dihadapan dokter (superior-inferior),

sehingga takut bertanya dan bercerita atau hanya menjawab sesuai

pertanyaan dokter saja.

Tidak mudah bagi dokter untuk menggali keterangan dari pasien

karena memang tidak bisa diperoleh begitu saja. Perlu dibangun

hubungan saling percaya yang dilandasi keterbukaan, kejujuran, dan

pengertian akan kebutuhan, harapan, maupun kepentingan masing-

masing. Dengan terbangunnya hubungan saling percaya, pasien akan

memberikan keterangan yang benar dan lengkap sehingga dapat

membantu dokter dalam mendiagnosis penyakit pasien secara baik dan

memberi obat yang tepat bagi pasien.

Komunikasi yang baik dan berlangsung dalam kedudukan setara

(tidak superior-inferior) sangat diperlukan agar pasien mau atau dapat

menceritakan sakit keluhan yang dialaminya secara jujur dan jelas.

Komunikasi efektif mampu mempengaruhi emosi pasien dalam
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pengambilan keputusan tentang rencana tindakan selanjutnya, sedangkan

komunikasi tidak efektif akan mengundang masalah.

Berbicara tentang Informed Consent atau Persetujuan Tindakan

Medik/Kedokteran selalu menjadi pembicaraan yang menarik dan actual.

Era di mana para pemberi jasa pelayanan kesehatan atau tenaga

kesehatan dapat memutuskan untuk melakukan tindakan medik tanpa

memberikan informasi dan meminta persetujuan kepada penerima jasa

pelayanan kesehatan atau pasien, telah menjadi masa lalu4.

Kini para pemberi pelayanan jasa kesehatan, dalam hal ini dokter

(termasuk dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis

yang bekerja di rumah sakit, puskesmas, klinik, atau praktek perorangan

atau bersama), dituntut untuk memberikan informasi baik diminta maupun

tidak diminta kepada pasien; atau keluarganya dalam hal pasien berada

dalam keadaan tidak sadar atau pingsan; dibawah umur 21 tahun atau

belum menikah; atau di bawah pengampuan atau curatele5.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal

9 Ayat (2), menentukan tentang kewajiban tenaga kesehatan untuk

menghormati hak pasien. Selanjutnya, penjelasan pasal tersebut merinci

beberapa hak pasien hak atas informasi, hak untuk memberikan

persetujuan, hak atas rahasia kedokteran, hak atas pendapat kedua.

Informed Consent selanjutnya akan mendapatkan pengaturan

lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008

4 Supriadi WC. 2001. Hukum Kedokteran. CV Mandar Maju.Bandung.hal 57.
5 Ibid



5

tentang Persetujuan Tindakan Medik atau Kedokteran memberikan

landasan hukum bagi pelaksanaan Informed consent.

Banyak masalah dan kendala timbul dalam praktek sehari-hari.

Seperti antara lain bahasa penyampaian informasi, batas banyaknya

informasi yang harus atau dapat diberikan, tidak seragamnya formulir

tentang Informed Consent, masalah ikut campurnya keluarga atau pihak

ketiga dalam pemberian persetujuan6.

Penyelesaian masalah tidaklah sederhana, meskipun pemerintah

dalam hal ini Menteri Kesehatan telah memberikan landasan hukum bagi

apa yang dinamakan Persetujuan Tindakan Medik/Kedokteran atau

Informed Consent melalui Permenkes Nomor 290 Tahun 2008. Sebab

masalahnya bukan kepada bentuk dan isi dari peraturan Informed

Consent itu sendiri, tetapi pada penerapan atau pelaksanaan dari

Informed Consent.

Seringkali pada kasus-kasus tertentu, diperlukan penanganan

yang benar-benar berdasarkan keadilan, agar tidak ada pihak yang

dirugikan. Terdapat pendapat umum, bahwa pasien yang selalu dirugikan,

sebab rumah sakit atau dokter sebagai pakar dalam bidang kesehatan

lebih dapat memberikan penjelasan dibanding pasien yang dalam

masalah ini dikatakan sangat awam7 terhadap masalah kesehatan seperti

adanya kesenjangan pengetahuan dokter pasien, terbatasnya

kemampuan pasien memahami informasi yang disampaikan oleh dokter,

6 Ibid Hal 58
7 ibid
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kondisi mental dan stress yang dialami pasien, dan kualitas psikodinamika

dalam hubungan dokter pasien.

Terdapat juga dampak yang merugikan pasien, bila setiap

masalah oleh pasien selalu digugat ke pengadilan, akan menyebabkan

para pemberi jasa pelayanan kesehatan berhati-hati dan enggan

melaksanakan tindakan medik yang mempunyai risiko tinggi, sehingga

sebenarnya yang dirugikan adalah pasien sendiri8.

Disamping itu timbul pertanyaan apakah asas kekeluargaan yang

berakar kuat dalam masyarakat kita dapat dijadikan dasar untuk ikut

campurnya keluarga menentukan nasib individu dalam menerima

informasi dan memberikan persetujuan?9

Hal ini pun menjadi masalah, sebab seringkali campur tangan dari

keluarga membuat para pemberi jasa pelayanan kesehatan begitu berhati-

hatinya, sehingga sekali lagi yang akan rugi adalah pasien sendiri, apalagi

dalam hal pasien setuju memberikan Informed Consent, sedangkan

keluarga pasien menolak atau sebaliknya 10 dengan berbagai alasan

seperti alasan kepercayaan atau agama, tanpa alasan yang jelas dan

dapat dimengerti secara rasional, tidak mampu membayar biaya

pengobatan, pasien telah memberi petunjuk sebelumnya.

Selain itu, tentang informasi dan consent terdapat perbedaan

kepentingan antara pemberi jasa pelayanan kesehatan dan penerima jasa

pelayanan kesehatan. Pasien berkepentingan atas informasi dari dokter

8 ibid
9 ibid
10 ibid
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dan dokter berkepentingan atas consent dari pasien. Perbedaan yang

tidak menemui titik temu yang memuaskan, akan menyebabkan konflik

kepentingan.

Dalam satudasawarsa terakhir ini, dunia pelayanan kesehatan

Indonesia seakan-akan di hentakkan oleh munculnya berbagai tuntutan

hukum dari pasien dan atau keluarganya terhadap tenaga kesehatan.

Bermula dari kasus dr Setianingrum di Pati tahun 1988, sempat

dimejahijaukan. Selanjutnya beberapa rentetan kasus makin gencar, yang

dapat ditelusuri dan diketahui perkaranya sampai ketingkat pengadilan

adalah kasus bayi Wong tahun 1983, kasus Siti Aisyah tahun 1985, kasus

Andriani tahun 1986, kasus Pluit tahun 1987, dan kasus Chandra tahun

198811. Dari sekian kasus tersebut bersumber dari ketidaktahuan atau

kesalapahaman tentang persetujuan tindakan medik/kedokteran (informed

Consent).

Menurut sejarah, sebelum tahun 1981, belum pernah terdengar

seorang tenaga kesehatan atau rumah sakit digugat ke pengadilan karena

tuntutan seorang pasien dan keluarganya. Soalnya, pada waktu itu

hubungan antara tenaga kesehatan dengan pasien masih bersifat

paternalistik. Sehingga suatu kejadian yang tidak diinginkan, terjadi pada

saat pengobatan berlangsung oleh pasien diterima hanya sebagai

musibah. Tenaga kesehatan seakan-akan memiliki kekebalan

11Indar . 2010. Etika dan Hukum Kesehatan. Lembaga Penerbitan UNHAS, Makassar. Hal 238
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kharismatik12.

Padahal di Indonesia ketentuan tentang informed consent sudah

diatur di dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang

Praktik Kedokteran. Ketentuan lebih dahulu tentang hal-hal yang

berhubungan dengan informed consent atau persetujuan tindakan

medik/kedokteran diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor 585/Men.Kes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan

Medik yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 290/Men.Kes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan

Kedokteran.

Sesuai ketentuan diatas, jelaslah bahwa di dalam menentukan

pengobatan terhadap pasien, tenaga medis harus meminta persetujuan

baik lisan atau tertulis, tergantung dari berat ringannya risiko yang akan

dihadapi si pasien dan tenaga medis di dalam melakukan tindakan

pengobatan. Tentu saja, persetujuan itu diberikan setelah si pasien

mendapatkan penjelasan yang lengkap dari dokter atau dokter gigi oleh

karena itu di dalam Pasal 52 huruf a dan d Undang-Undang Praktik

Kedokteran, mempunyai hak memperoleh penjelasan secara lengkap

tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (3)

dan disamping itu pasien juga berhak untuk menolak tindakan medik. Oleh

karena itu, informed consent atau persetujuan tindakan kedokteran

merupakan keharusan bagi dokter/dokter gigi dalam merencanakan upaya

12 ibid
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pengobatan terhadap pasien.

Di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar,

persetujuan tindakan kedokteran atau informed consent tidak dilampirkan

dalam berkas rekam medik pasien. Begitu pula dengan tanggungjawab

dokter terhadap wanprestasi dalam hal pelayanan terhadap pasien masih

sering dilakukan tidak tepat waktu sehingga pasien merasa terganggu

dengan jadwal pelayanan yang sudah ditetapkan13.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, dapatlah dirumuskan

masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Persetujuan Tindakan Medik/Kedokteran?

2. Bagaimana Tanggungjawab Dokter terhadap Wanprestasi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.   Tujuan Penelitian :

a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Persetujuan Tindakan

Medik/Kedokteran.

b. Untuk mengetahui Tanggungjawab Dokter terhadap Wanprestasi.

2.  Kegunaan Penelitian

a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan atau masukan bagi para

pihak yang terkait dengan pelaksanaan persetujuan tindakan

13 Laporan Hasil Audit Internal ISO 9001 :2008
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medik/kedokteran.

b. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis yang berupa

sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berkaitan dengan tesis iniyaitu :Tesis

“Pelaksanaan Persetujuan Tindakan Medis dalam Melindungi Pasien

Askeskin di RSU RA Kartini Kabupaten Jepara” oleh Nur Wening Titisari,

tesis pada Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Semarang, tahun 2008. Tesis tersebut bertujuan menganalisis

perlindungan hukum terhadap pasien Askeskin terhadap tindakan medis

yang dilakukan.

Perbedaan dengan tesis penulis yaitu objek penelitian merupakan

tanggungjawab dokter dalam tindakan kedokteran dan wanprestasi.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Persertujuan Tindakan Medik/Kedokteran (Informed Consent)

1. Pengertian Persetujuan Tindakan Medik/Kedokteran (Informed

Consent)

Seperti telah diuraikan pada bab pendahuluan, bahwa hubungan

antara tenaga medis dan pasien dalam pelayanan kesehatan termasuk

dalam kategori perjanjian/kontrak yang disebut sebagai perjanjian/kontrak

terapeutik yang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu

therapeutic contract. Oleh karena itu sebelum membahas jauh mengenai

Informed Consent terlebih dahulu perlu diketahui dulu pengertian dari

perjanjian itu sendiri sebagai landasan hukum dari Informed Consent.

Para ahli hukum kesehatan telah memberikan pengertian tentang

perjanjian/kontrak teraupetik. Fred Ameln mengartikan perjanjian/kontrak

terapeutik sebagai 14 : Kontrak  dimana pihak dokter berupaya secara

maksimal menyembuhkan pasien atau inspannings verbintenis jarang

merupakan resultaats verbintenis.

14Sebagaimana dikutif oleh Salim HS.2007. Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata.
PT Rajawali Grafindo Persada, Jakarta. Hal 45
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Dalam defenisi ini kontrak terapeutik disamakan dengan

inspannings verbintenis karena dalam kontrak ini dokter hanya berusaha

untuk menyembuhkan pasien dan upaya yang dilakukan belum tentu

berhasil. Para pihaknya dalam kontrak ini adalah dokter dan pasien.

Hermien Hadiati Koeswadji mengemukakan pengertian kontrak

terapeutik. Ia menggunakan istilah transaksi terapeutik untuk kontrak

terapeutik. Transaksi terapeutik adalah 15:

“Transaksi untuk menetukan mencari terapi yang paling tepat bagi
pasien oleh dokter. Dalam transaksi terapeutik tersebut kedua belah
pihak harus memenuhi syarat-syarat tertentu, dan bila transaksi sudah
terjadi maka kedua belah pihak terikat akan hak dan kewajiban
sebagaimana yang telah disepakati oleh keduanya”

Selanjutnya, Hermin Hadiati Koeswadji mengemukakan bahwa

hubungan dokter dan pasien dalam transaksi terapeutik bertumpu pada

dua macam hak asasi yaitu yang merupakan hak dasar manusia, yaitu hak

untuk menentukan nasib sendiri (the right to self-determination) dan hak

atas dasar informasi (the right to information). Hak untuk menentukan

nasib merupakan hak manusia yang telah ditentukan oleh Tuhan Yang

Maha Esa atas diri seseorang. Hak atas dasar informasi merupakan hak

manusia untuk memperoleh keterangan-keterangan yang berkaitan

dengan kesehatan.

Apabila kita menganalisis kedua defenisi di atas, yang menjadi

para pihak dalam berkontrak terapeutik adalah pasien dan dokter. Dalam

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sedangkan

15Sebagaimana dikutif oleh Salim HS, Op.cit, Hal 46
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dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran,

bahwa para pihaknya adalah pasien, dokter dan dokter gigi.

Secara etimologis Informed Consent berasal dari kata Informed

berarti sudah diberikan informasi atau sudah dijelaskan atau sudah

diuraikan dan Consent yang artinya persetujuan atau izin, jadi Informed

Consent atau persetujuan tindakan medik/kedokteran dapat diartikan

sebagai izin atau pernyataan setuju dari pasien yang diberikan secara

bebas, sadar dan rasional setelah ia mendapat informasi yang dipahami

oleh dokter (tenaga medis) tentang penyakitnya. Perlu ditekankan bahwa

informasi yang dipahami oleh pasien artinya informasi itu disampaikan

dalam bahasa pasien, bukan dengan bahasa atau istilah-istilah medis16.

Disamping itu menurut Alppelbaum17:

Informed consent bukan sekedar formulir persetujuan yang di
dapat dari pasien, tetapi merupakan suatu proses komunikasi.
Tercapainya kesepakatan antara dokter (tenaga medis) dengan
pasien merupakan dasar dari seluruh proses tentang informed
consent. Formulir itu hanya perupakan pengukuhan atau
pengdokumentasian dari apa yang telah disepakati.

Hal senada dikemukakan oleh J.Guwandi bahwa 18:

Informed consent adalah suatu proses komunikasi antara dokter
(tenaga medis) dan pasien yang timbal balik. Selain dokter
(tenaga medis), sang pasien pun harus dengan sejujurnya
menceritakan segala sesuatu yang dialami, obat apa yang dia
sudah minum (herbal?) dan lain-lain. Menurut hemat saya
kewajiban memberikan informasi ada pada kedua belah pihak,
sehingga tujuan penyembuhannya bisa terlaksana dengan baik.

16Chrisdiono M.A.2007. Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran dalam Tantangan Zaman. ECG,
Jakarta. Hal 35
17Hanafiah dan Amir. 1999. Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan. EGC, Jakarta. Hal 69
18Guwandi. 2005. Rahasia Medis. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta. Hal 49
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Adapun menurut teori The Idea Of Informed Consent yang

dikemukakan oleh Jay Katz bahwa pada hakekatnya Informed Consent

adalah suatu pemikiran tentang keputusan pemberian pengobatan atas

pasien harus terjadi secara kerjasama atau kolaborasi antara dokter dan

pasien19.

Pengertian Informed Consent juga dikemukakan oleh Adami

Chazawi (2007:37), yaitu20 :

Informed Consent adalah persetujuan pasien untuk dilakukan

perawatan atau pengobatan oleh dokter setelah pasien tersebut diberikan

penjelasan yang cukup oleh dokter mengenai berbagai hal, seperti

diagnosis dan terapi.

Menurut Hanafiah, Informed artinya telah diberitahukan atau telah

disampaikan atau telah diinformasikan. Consent artinya persetujuan yang

diberikan kepada seseorang untuk berbuat sesuatu. Secara istilah

informed consent, dapat diartikan sebagai persetujuan yang diberikan

pasien kepada dokter setelah pasien menerima penjelasan21.

Pengertian tentang Informed Consent juga disampaikan oleh

Komalawati, sebagai berikut 22:

Yang dimaksud dengan Informed Consent adalah suatu
kesepakatan/persetujuan pasien atas upaya medis yang akan
dilakukan oleh dokter terhadap dirinya, setelah pasien
mendapatkan informasi dari dokter mengenai upaya medis yang

19 Dikutip dalam chrisdiono M.A. Hal 35
20Chazawi. 2007. Malpraktik Kedokteran. Bayumedia Publishing, Malang. Hal 37
21Dikutip dalam Isfandyarie.2006.Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter Buku I.
Prestasi Pustaka, Jakarta. Hal 127
22 ibid
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dapat dilakukan untuk menolong dirinya, disertai informasi
mengenai risiko yang mungkin terjadi.

Informed consent merupakan syarat subjektif untuk terjadinya

transaksi terapeutik yang bertumpu pada dua macam hak asasi sebagai

hak dasar manusia, yaitu hak atas informasi dan hak untuk menentukan

nasibnya sendiri. Cordozo, seorang hakim agung Amerika Serikat

mengemukakan bahwa :“…. Every human being of adult years and sound

mind has a right to determine what shall be done with his own body.23”

Guwandi juga mengutip pernyataan Benyamin Cordozo tersebut

sebagai keputusan landmark antara Schloendorffversus Society of New

York Hospital pada tahun 1914 yang secara lengkap berbunyi24 :

“Every human being of adult years and sound mind has a right to

determine what shall be done with his own body; and surgeon who

performs an operation without his patient’s consent commits an assault,

for which he is liable in damages.”

Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.

585 Tahun 1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik dalam Pasal 1,

disebutkan bahwa :

Persetujuan tindakan medik atau Informed Consent adalah
persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas
dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan
terhadap pasien tersebut.

23 Ibid, Hal 128
24 Ibid
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Kemudian di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia No. 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran

sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

No. 585 Tahun 1989 menjelaskan :

Persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang
diberikan oleh pasien atau keluarganya setelah mendapat
penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau
kedokteran gigi  yang akan dilakukan terhadap pasien.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh para ahli dan

menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia di atas

dapatlah disimpulkan bahwa persetujuan tindakan medik atau kedokteran

(Informed Consent) adalah suatu persetujuan yang diberikan oleh pasien

atau keluarga terdekatnya terhadap tindakan medik yang akan dilakukan

padanya setelah diberikan penjelasan yang lengkap oleh tenaga medis

dengan tetap mengedepankan unsur kesetaraan kedua belah pihak di

dalam pengambilan keputusan. Disamping itu unsur kesepakatan kedua

belah pihak di dalam Informed Consent merupakan salah satu hal yang

diwajibkan, maksudnya bahwa pasien sepakat untuk dilakukan tindakan

medik atau kedokteran terhadapnya setelah dilakukan penjelasan yang

lengkap dan adanya umpan balik dari pasien tentang penyakitnya ke

tenaga medis, sedangkan tenaga medis sepakat melakukan tindakan

medik atau kedokteran kepada pasien sesuai dengan apa yang disepakati

kedua belah pihak dalam persetujuan atau perjanjian tersebut.
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Pengertian yang agak berbeda dikemukakan oleh Konsil

Kedokteran Indonesia sebagai lembaga independen yang berwenang

melakukan pembinaan kepada para dokter di Indonesia, yang menyusun

buku Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran Tahun 2006 dan

mengemukakan bahwa :

Persetujuan tindakan kedokteran atau kedoteran gigi adalah:
a. Persetujuan pasien atau yang sah mewakilinya atas rencana

tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang diajukan oleh
dokter atau dokter gigi, setelah menerima informasi yang cukup
untuk dapat membuat persetujuan.

b. Persetujuan tindakan kedokteran atau kedoteran gigi adalah
pernyataan dari pasien dan bukan perjanjian antara pasien dan
dokter atau dokter gigi, sehingga dapat ditarik kembali setiap
saat.

c. Persetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi
merupakan proses sekaligus hasil dari suatu komunikasi yang
efektif antara dengan dokter atau dokter gigi, dan bukan
sekedar penandatanganan formulir persetujuan25.

Hal senada diungkapkan oleh J.Guwandi bahwa26 :

…pasien boleh jika dikehendakinya untuk menarik kembali
persetujuan sesudah menanda tangani formulir informed consent.
Hal ini karena tanda tangan itu merupakan bukti dalam proses
pemberian izin, tetapi bukan merupakan sebuah kontrak yang
mengikat terus. Karena informed consent kalau ditinjau secara
yuridis murni, pada hakekatnya bisa dimasukkan kedalam
golongan pernyataan sepihak (eenzijdige wilsverklaring) yang
dapat ditarik kembali setiap saat, asalkan sebelum dilaksanakan
tindakan tersebut.

Konsil Kedokteran Indonesia dan J.Guwandi beranggapan bahwa

informed consent bukanlah sebuah perjanjian tetapi hanyalah sebuah

pernyataan sepihak (eenzijdige wilsverklaring) yang dilakukan oleh

pasien, sehingga setiap saat dengan bebas tanpa tekanan siapapun

25Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran. 2006. Konsil Kedokteran Indonesia. Hal 1
26Guwandi. 2004. Informed Consent Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jakarta. Hal 7
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pasien dapat menarik persetujuan asalkan sebelum dimulainya tindakan

medik atau kedokteran tersebut.

2. Tindakan Medik/Kedokteran

Pengertian dari tindakan medik menurut Peraturan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia No. 585 Tahun 1989 tentang Persetujuan

Tindakan Medik adalah suatu tindakan yang dilakukan terhadap pasien

berupa pemeriksaan untuk menentukan jenis penyakit atau diagnostik dan

pengobatan atau teraupetik.

Adapun di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia No. 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran

dijelaskan bahwa :

Tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang selanjutnya
disebut tindakan kedokteran adalah suatu tindakan medis berupa
pencegahan penyakit atau preventif, pemeriksaan untuk menentukan jenis
penyakit atau diagnostik, pengobatan atau terapeutik atau pemulihan dari
sakit atau rehabilitatif yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap
pasein27.

Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.

290 Tahun 2008, terlihat adanya perluasan kewenangan dari tindakan

medik/kedokteran, kalau di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia No. 585 Tahun 1989, kewenangan tindakan medik atau

kedokteran hanya pada bidang pemeriksaan untuk menentukan jenis

penyakit atau diagnostik dan pengobatan atau terapeutik saja,

27Permenkes  No 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Pasal
1angka 3
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kewenangan itu diperluas mulai dari tindakan pencegahan penyakit atau

preventif, pemeriksaan untuk menentukan jenis penyakit atau diagnostik,

pengobatan atau terapeutik dan tindakan pemulihan dari sakit atau

rehabilitatif.

Bentuk-bentuk persetujuan tindakan medik atau kedokteran

(informed consent), yaitu 28:

a. Implied Consent

Persetujuan yang dilakukan secara tersirat tanpa pernyataan tegas.

Isyarat persetujuan ini ditangkap dokter atau petugas medis dari sikap

dan tindakan pasien. Biasanya digunakan di dalam hal-hal rutin

seperti pengambilan darah, pemasangan infuse. Kadangkala tindakan

ini pun dilakukan tanpa penjelasan sebelumnya.

b. Presumed Consent

Bila pasien di dalam kondisi sadar dianggap akan menyerahkan

tindakan dokter atau petugas kesehatan tersebut.

c. Expressed Consent

Pernyataan yang dilakukan baik lisan maupun tertulis. Biasanya untuk

pernyataan lisan ini diberikan untuk tindakan-tindakan medis yang

risikonya kecil namun berkait dengan hal-hal yang sangat pribadi

seperti pemeriksaan vaginal atau pemeriksaan rectal dan lain-lain.

Namun untuk tindakan medis yang mengandung risiko yang cukup

besar seperti operasi maka persetujuan tertulis akan diberikan untuk

28 Dewi AI. 2008. Etika dan Hukum Kesehatan. Pustaka Book Publisher, Yogyakarta. Hal 217



20

menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekurang hati-hatian

kedua belah pihak.

3. Tenaga Medis

Di dalam pelayanan kesehatan keberadaan tenaga medis yang

terampil sebagai salah satu dari tenaga kesehatan yang memberikan

pelayanan kesehatan, baik berupa pencegahan penyakit atau preventif,

penyembuhan penyakit atau kuratif, pemulihan kesehatan atau

rehabilitatif, maupun peningkatan kesehatan atau promotif sangatlah di

butuhkan. Hal ini disebabkan karena tenaga medis merupakan salah satu

profesi yang langsung berhubungan dengan pasien, di mana pasien dan

keluarganya sebagai fokus oleh seluruh tenaga kesehatan dalam

pemberian pelayanan kesehatan yang prima.

Adapun pengertian dari tenaga medis menurut Peraturan

Pemerintah No 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 2 ayat

(2) yaitu : “tenaga medis meliputi dokter dan dokter gigi”.

Dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik

Kedokteran Pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa :

Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesilais, dokter gigi
dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau
kedokteran gigi baik dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh
pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
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Adapun menurut Komalawati 29:

Profesi dokter merupakan profesi tertua di bidang pelayanan
kesehatan, di mana pada mulanya dibidang kesehatan hanya
dikenal satu disiplin ilmu, yaitu ilmu kedokteran. Tuntutan  hidup
serta pola hidup semakin kompleks di tambah dengan mutu dan
tingkat pendidikan yang semakin tinggi serta keanekaan hidup
yang semakin kompleks dalam memenuhi kebutuhannya, akhirnya
ilmu kedokteran pengobatan (geneeskunde, medicine) dan ilmu
kedokteran pembedahan (surgery, heelkunde). Adanya kemajuan
pesat dibidang anatomi, fisiologi kimia, dan fisika, maka baik ilmu
kedokteran pengobatan maupun ilmu kedokteran pembedahan
menghasilkan berbagai spesialisasi dan super spesialisasi.

Jelaslah bahwa seorang yang berprofesi sebagai tenaga medis

adalah seseorang yang telah selesai menuntut pendidikan dan pelatihan

di lembaga yang khusus mencetak tenaga dokter khusus dan dokter gigi

yang terdiri dari dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi

spesialis disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masyarakat yang

semakin tinggi akan jenis-jenis spesialisasi pelayanan tenaga medis baik

lulusan dari dalam maupun dari luar negeri yang telah diakui pemerintah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Dasar  Hukum Persetujuan Tindakan Medik atau Kedokteran

(Informed Consent)

Suatu tindakan operasi pasien tanpa persetujuan dapat

dikategorikan sebagai penganiayaan (Pasal 351 KUHP) atau seorang ahli

anastesi yang membius bisa dikenakan Pasal 89 KUHP yaitu membuat

29 Soewono H. 2007. Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik Dokter dalam Transaksi
Terapeutik. Srikandi, Surabaya. Hal 42
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orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan

kekerasan.

Pada asasnya hubungan antara dokter dengan pasien pada

transaksi terapeutik bertumpu pada dua macam hak asasi manusia yang

dijamin oleh dokumen maupun konvensi internasional30 yaitu hak untuk

menentukan nasib sendiri (the right of self determination) dan hak utnuk

mendapatkan informasi (the right to information). Kedua hak ini bertolak

dari hak atas perawatan (the right to health care)31.

Dalam melaksanakan suatu persetujuan, kedua belah pihak yang

terikat pasien dan dokter dan tenaga kesehatan lainnya, memiliki hak dan

kewajiban masing-masing32.

Beberapa hak dimiliki pasien adalah :

1. Hak memilih dokter dan rumah sakit

2. Hak memperoleh informasi medis dan persetujuan

3. Hak menolak pengobatan

4. Hak atas rahasia dirinya

5. Hak untuk memutuskan hubungan dengan  dokter

6. Hak menerima ganti rugi

7. Hak atas bantuan yuridis

Adapun kewajiban pasien adalah :

1. Kewajiban mematuhi informasi yang sebenarnya kepada dokter

2. Kewajiban mematuhi nasihat dokter yang mengobatinya

30 Koeswadji dalam Indar hal 241
31Koeswadji. 1984 . Hukum dan Masalah Medik. Airlangga University Press, Surabaya. Hal 47
32Indar. 2010.  Etika dan Hukum Kesehatan. Lephas, Makassar. Hal 242-243
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3. Kewajiban menyimpan rahasia pribadi dokter yang mengobatinya

4. Kewajiban untuk memberikan imbalan/honorarium yang pantas

5. Kewajiban untuk menaati peraturan rumah sakit dan melunaskan

biaya rumah sakit.

Ada beberapa hak dimiliki dokter antara lain :

1. Hak untuk bekerja menurut standar profesi medis

2. Hak untuk menolak melaksanakan tindakan medis yang tidak dapat

dipertanggung jawabkannya secara profesional

3. Hak menolak suatu tindakan medis yang menurut suara hatinya tidak

baik

4. Hak mengakhiri hubungan dengan pasien, kecuali dalam keadaan

darurat

5. Hak atas privacy dokter

6. Hak atas bantuan yuridis

Sedangkan kewajiban dokter adalah :

1. Kewajiban yang berhubungan dengan fungsi sosial pemeriksaan

kesehatan

2. Kewajiban yang berhubungan dengan hak pasien

3. Kewajiban yang berhubungan dengan standar profesi dan kewajiban

yang timbul dari standar profesi.

Pada hakikatnya persetujuan tindakan kedokteran33 :

33 ibid
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1. Memberikan perlindungan hukum kepada pasien terhadap tindakan

dokter yang sebenarnya tidak diperlukan dan secara kedokteran tidak

ada pembenarannya yang dilakukan tanpa pemberitahuan pasien.

Dengan kata lain perlindungan tersebut terutama diarahkan kepada

kemungkinan-kemungkinan bahwa dokter melakukan kekeliruan

perlindungan tersebut terutama diarahkan kepada kemungkinan-

kemungkinan bahwa dokter melakukan kekeliruan karena kelalaian.

2. Memberi perlindungan hukum kepada dokter dan tenaga kesehatan

lainnya terhadap suatu kegagalan dan bersifat negatif, karena

prosedur kedokteran modern tidak tanpa risiko dan pada setiap

tindakan kedokteran ada melekat suatu risiko (inheren risk). Sehingga

kalau dokter telah melakukan tugasnya dengan benar menurut tolok

ukur  profesional (standar profesi) maka yang bersangkutan harus

mendapat perlindungan hukum.

Dari segi hukum hukum perdata, perjanjian adalah suatu peristiwa

dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu

saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Dalam bentuknya, perjanjian

itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau

kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Suatu perjanjian juga

dinamakan Persetujuan34. Dengan demikian setiap persetujuan adalah

merupakan perjanjian yang merupakan perbuatan hukum dan olehnya itu

diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1233

34 Subekti Dikutip dalam indar 2010.Etika dan Hukum Kesehatan. Lephas, Makassar. Hal 242-243
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KUHPerdata menegaskan tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena

persetujuan, maupun karena undang-undang. Dalam hubungan dokter

pasien, sang dokter berjanji untuk memberikan prestasi berupa tindakan

kedokteran yang sebaik-baiknya dan pasien berjanji memberikan

informasi secara benar atau mematuhi nasihat dokter dan sebagainya.

Selain diatur dalam KUHPerdata, Persetujuan Tindakan

Kedoteran juga diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan Pasal 56 yang menegaskan :

(1) setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau
seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya
setelah menerima dan memahami informasi mengenai
tindakan tersebut secara lengkap.

(2) hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak berlaku pada : a. penderita penyakit yang
penyakitnya dapat secara cepat menular kedalam masyarakat
yang lebih luas; b. keadaan seseorang yang tidak sadarkan
diri atau c. gangguan mental berat.

(3) ketentuan mengenai hak menerima atau menolak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Undang-Undang No.44 Tahun 2009  Pasal 32

huruf j disebutkan bahwa :

setiap pasien berhak mendapat informasi yang meliputi diagnosis
dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif
tindakan, risiko dan kompilasi yang mungkin terjadi, dan prognosis
terhadap tindakan dilakukan.

Undang-undang No.29 Tahun 2004 tantang Praktik Kedokteran

Pasal 45 menegaskan :

(1) setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan
dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus
mendapat persetujuan.
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(2) persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap.

(3) penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-
kurangnya mencakup : a. diagnosis dan tata cara tindakan
medis; b. tujuan tindakan medis yang dilakukan; c. alternatif
tindakan lain dan risikonya; d. risiko dan kompilasi yang
mungkin terjadi; dan e. prognosis terhadap tindakan yang
dilakukan.

(4) persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
diberikan baik secara tertulis, maupun lisan.

(5) setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang
mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan
tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan
persetujuan.

(6) ketentuan mengenai tata cara persetujuan tindakan kedokteran
atau kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan
Menteri.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 290/MENKES/Per/III/2008

tanggal 26 Maret 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran

menjelaskan bahwa :

Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa persetujuan tindakan
kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau
keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap
mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan
dilakukan terhadap pasien.
Selanjutnya dalam Pasal 2 Ayat (1) Permenkes tersebut bahwa
semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien
harus mendapat persetujuan. Ayat (2) Persetujuan ini dapat dibuat
secara lisan maupun tertulis. Pasal 3 Ayat (1) lebih menyatakan
bahwa setiap tindakan kedokteran yang mengandung risiko tinggi
harus memperoleh persetujuan tertulis yang ditandatangi oleh
yang berhak memberikan persetujuan. Dari ketentuan tersebut,
ternyata bahwa pada  asasnya persetujuan tindakan kedokteran
merupakan keharusan. Dokter yang melakukan tindakan, tanpa
ada persetujuan dari pasien atau keluarganya dapat dikenakan
sanksi administratif berupa pencabutan surat izin prakteknya.
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Seorang pasien berhak untuk memberikan atau tidak memberikan

persetujuan untuk tindakan kedokteran lain terhadap dirinya. Untuk dapat

mengambil keputusan ia memerlukan informasi yang lengkap sehingga

dapat mempertimbangkannya. Seorang dokter yang melakukan

pembedahan terhadap pasien misalnya tanpa persetujuan dapat

dipersalahkan menurut hukum. Berdasarkan Pasal 351 KUHP ia dapat

dituduh telah melakukan penganiayaan. Dokter spesialis anastesi pun

dapat dituntut berdasarkan Pasal 89 KUHP sebagai pembantu karena

telah melakukan tindakan kekerasan, yaitu membuat seseorang berada

dalam keadaan tak berdaya (ommacht) atau pingsan, termasuk dalam arti

ini juga pemberian anastesi. Dari segi hukum perdata tindakan seperti

berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dapat digugat karena telah

melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).

Persetujuan tindakan medik/kedokteran adalah persetujuan yang

diberikan oleh pasien dan atau keluarganya kepada dokter untuk

melakukan suatu tindakan kedokteran terhadapnya, sesudah diberikan

informasi lengkap dan yang dipahaminya. Timbulnya lembaga ini

sebenarnya tidak terlepas dari perjuangan untuk menegakkan hak asasi

manusia terutama hak untuk menentukan nasib sendiri (the right to self

determination) dan hak untuk mendapatkan  pemeliharaan kesehatan (the

right to health care).
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C. Pelaksanaan Persetujuan Tindakan Medik atau Kedokteran

(Informed Consent)

Menurut hukum perdata, hubungan profesional dokter pasien

dapat terjadi karena dua hal yaitu 35 : 1) berdasarkan perjanjian (ius

contractu) yang berbentuk persetujuan medik secara sukarela antara

dokter dengan pasien berdasarkan kehendak bebas. 2) berdasarkan

hukum (ius delicto) yang memberlakukan barangsiapa merugikan orang

lain harus memberi ganti rugi.

Walaupun dikatakan bahwa kontrak lahir pada mengenai hal

pokok dalam kontrak tersebut, namun masih ada hal lain yang harus

diiatur dalam   Pasal 1320  BW yaitu 36:  1) sepakat mereka yang

mengikatkan dirinya. 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 3)

suatu hal tertentu. 4) suatu sebab yang halal.

Dua syarat pertama dinamakan syarat subyektif, tidak

terpenuhinya syarat ini mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan. Dua

syarat terakhir dinamakan syarat obyektif, tidak terpenuhinya syarat ini

mengakibatkan perjanjian batal demi hukum37.

35Ohoiwutun Y.A. 2008. Bungai Rampai Hukum Kedokteran. Bayumedia Publishing. Malang. Hal
64
36 Ahmadi Miru. 2011. Hukum kontrak dan Perancangan Kontrak.PT Raja Grafindo Persada.
Jakarta. Hal 13
37Indar. 2010. Etika dan Hukum kesehatan. Lephas.Makassar. Hal 247



29

Dalam hubungan dengan persetujuan tindakan medik baik dokter

maupun pasien maka kesepakatan itu harus didasarkan pada kemauan

bebas. Artinya kesepakatan itu tidak didasarkan pada salah satu alasan

pembatalan perjanjian yaitu cacat kehendak atau cacat kesepakatan

berupa 38: a) kekhilafan atau kesesatan, b) paksaan, c) suatu penipuan, d)

penyalahgunaan keadaan.

Tiga cacat kehendak yang pertama diatur dalam BW sedangkan

cacat kehendak yang terakhir tidak diatur dalam BW, namun lahir

kemudian dalam perkembangan hukum kontrak.

Mengenai syarat kemampuan dalam persetujuan tindakan medik

berarti pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian harus mampu dan layak.

Anak-anak dibawah umur atau orang yang hilang ingatan merupakan

orang-orang yang tidak dapat disebut mampu melakukan perbuatan

hukum secara layak dan bertanggung jawab.

Selain daripada itu suatu persetujuan tindakan kedokteran yang

diberikan dinyatakan tidak sah karena diberikan oleh orang yang tidak

berwenang misalnya persetujuan itu diberikan oleh bukan pasien dan atau

keluarganya atau orang yang paling dekat dengan pasien. Demikian pula

jika terjadi kehilafan atau kesesatan misalnya tanggungjawab informasi

diambil alih oleh perawat sedang pasien secara pasti tidak

mengetahuinya.

38 Ahmadi Miru. 2011. Hukum kontrak dan Perancangan Kontrak.PT Raja Grafindo Persada.
Jakarta. Hal 17
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Dengan adanya persetujuan, maka lahirlah perjanjian yang

mengikat kepada para pihak yakni dokter dan pasien. Konsekuensinya,

seluruh rangkaian pelayanan dokter yang menurut standar profesi medik

dibenarkan, akan mengikat pihak pasien. Artinya, pihak dokter harus

menjalankan profesinya sesuai dengan standar yang diwajibkan,

sedangkan pihak pasien menghormati setiap tindakan dokter yang

menurut standar medik dibenarkan.

Meskipun demikian, pelaksanaan perjanjian ini pun oleh hukum

disandarkan pula pada itikad baik. Sebab di dalam Pasal 1338 Ayat (3)

KUH Perdata dinyatakan setiap perjanjian harus dilaksankan dengan

itikad baik. Pelaksanaan perjanjian yang didasarkan pada itikad baik itu

tidak terlepas dari kepatutan. Sebagai tolok ukur, apakah pelayanan

medik yang dilaksanakan oleh dokter sudah dilaksanakan dengan patut

atau tidak, maka kita harus mengacu pada standar pelayanan medik yang

berlaku.

Sebagai suatu perjanjian, maka dalam persetujuan tindakan medik

berlaku pula asas konsensuil (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata). Karena

itu suatu tindakan medik itu sudah sah apabila telah disepakati mengenai

hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas. Atas dasar

ini pula maka suatu persetujuan tindakan kedokteran tidak semua harus

dibuat secara tertulis, mengingat karena tidak praktis dan tidak mungkin

untuk setiap kali membuat secara tertulis pada setiap tindakan medik yang

akan dilakukan.



31

Hanya tindakan operasi serta tindakan-tindakan lain yang bersifat

invasif atau  yang ada melekat risiko yang harus dimintakan persetujuan

tertulis lebih dahulu. Hal ini demi kepentingan dan perlindungan hukum

dokter yang bersangkutan. Suatu tindakan  kedokteran berupa terapi

dengan penyinaran, dimana bisa mengakibatkan efek samping seperti

rambut rontok, rasa mual, lemas, dan sebagainya atau pemeriksaan

radiologi dengan memakai kontras yang juga mengandung suatu risiko

atau pada pembuatan artrografi mutlak memerlukan persetujuan tertulis.

Kembali kepada Pasal 1338 KUHPerdata sebagai rujukan tiap

perjanjian. Menurut Pasal ini suatu perjanjian hanya dapat dibatalkan atas

persetujuan kedua belah pihak. Dalam persetujaun tindakan kedokteran

nampaknya pasien setiap saat dapat membatalkan persetujuan tersebut,

tanpa sang dokter bisa berbuat apa-apa. Jika hal ini terjadi maka sudah

tentu dokter akan mengajukan surat penolakan untuk ditanda tangani oleh

pasien. Sebagai konsekuensinya pasien akan menanggung sendiri segala

risiko yang mungkin timbul dan ia tidak dapat mempersalahkan dokternya.

Sebaliknya jika pihak dokter secara sepihak membatalkan

persetujuan dengan jalan menghentikan semua tindakan medik, maka

konsekuensinya jelas bertentangan dengan kode etik kedokteran dan

pasien dapat mengajukan tuntutan hukum atas pemberhentian tindakan

medik, karena tindakan demikian dapat dikategorikan sebagai tindakan

euthanasia, dan dokter dapat diperhadapkan pada tuntutan pidana

berdasarkan Pasal 344 KUHP. Ini menunjukkan bahwa dalam persetujuan
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tindakan kedokteran, pihak yang membatalkan perjanjian secara sepihak

pasti akan mengalami kerugian dari pembatalan tersebut. Sehingga dapat

dikatakan persetujuan tindakan kedokteran memiliki keunikan di banding

dengan perjanjian lainnya.

Suatu tindakan medik yang dilakukan berdasarkan

penyalahgunaan keadaan (Misbruik van Omstandigheiden, Undue

Influence) dinyatakan tidak sah. Jika seorang pasien, baru diperkenankan

masuk rawat inap apabila telah menandatangani suatu surat pernyataan

secara umum yang menyatakan bahwa ia menyatakan setuju atas segala

tindakan kedokteran yang akan dilakukan dan akan membebaskan dokter

dan rumah sakit dari segala tuntutan hukum jelas tidak mempunyai nilai

yuridis. Pernyataan seperti ini bertentangan dengan Pasal 1320

KUHPerdata jo Pasal 1337 KUH Perdata.

a. Isi  Informasi

Dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004

tentang Praktik Kedokteran telah ditentukan substansi penjelasan yang

harus diberikan oleh dokter/dokter gigi terhadap pasien. Penjelasan ini

sekurang-kurangnya mencakup :

1) Diagnosis dan tata cara tindakan medis;

2) Tujuan tindakan medis yang dilakukan;

3) Alternatif tindakan lain dan risikonya;

4) Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan

5) Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.
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Dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal

12 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008

tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran telah ditentukan cakupan

informasi atau penjelasan yang diberikan dokter kepada pasien.

1) Penjelasan tentang tindakan kedokteran harus diberikan langsung

kepada pasien dan atau keluarga terdekat, baik diminta atau tidak

diminta (Pasal 7 Ayat (1) ).

2) Dalam hal pasien adalah anak-anak atau orang yang tidak sadar,

penjelasan diberikan kepada keluarganya atau yang mengantar (Pasal

7 Ayat (2) ).

3) Penjelasan tentang tindakan kedokteran yang disampaikan oleh

tenaga kesehatan/dokter/dokter gigi kepada pasien sekurang-

kurangnya mencakup  (Pasal 7 Ayat (3) ) :

1) Diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran;

2) Tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan;

3) Alternatif tindakan lain, dan risikonya;

4) Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan

5) Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan;

6) Perkiraan pembiayaan

4) Pasal 8 Ayat (1), Penjelasan tentang diagnosis dan keadaan

kesehatan pasien meliputi :

1) Temuan klinis dari hasil pemeriksaan medis hingga saat tersebut;
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2) Diagnosis penyakit, atau dalam hal belum dapat ditegakkan, maka

sekurang-kurangnya diagnosis kerja dan diagnosis banding;

3) Indikasi atau keadaan klinis pasien yang membutuhkan

dilakukannya tindakan kedokteran;

4) prognosis apabila dilakukan tindakan dan apabila tidak dilakukan

tindakan.

5) Pasal 8 Ayat (2), Penjelasan tentang tindakan kedokteran yang

dilakukan meliputi :

1) Tujuan tindakan kedokteran yang dapat berupa tujuan preventif,

diagnostik, terapeutik, ataupun rehabilitatif.

2) Tata cara pelaksanaan tindakan apa yang akan dialami pasien

selama dan sesudah tindakan, serta efek samping atau

ketidaknyamanan yang mungkin terjadi.

3) Alternatif tindakan lain berikut kelebihan dan kekurangannya

dibandingkan dengan tindakan yang direncanakan.

4) Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi pada masing-masing

alternatif  tindakan.

5) Perluasan tindakan yang mungkin dilakukan untuk mengatasi

keadaan darurat akibat risiko dan komplikasi tersebut atau

keadaan tak terduga lainnya.

6) Pasal 8 Ayat (3), Penjelasan tentang risiko dan komplikasi tindakan

kedokteran adalah semua risiko dan komplikasi yang dapat terjadi

mengikuti tindakan kedokteran yang dilakukan, kecuali :
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1) Risiko dan komplikasi yang sudah menjadi pengetahuan umum

2) Risiko dan komplikasi yang sangat jarang terjadi atau yang

dampaknya sangat ringan

3) Risiko dan komplikasi yang tidak dapat dibanyangkan sebelumnya

(unforeseeable)

7) Pasal 8 Ayat (4), penjelasan tentang prognosis meliputi :

1) Prognosis tentang hidup-matinya (ad vitam);

2) Prognosis tentang fungsinya (ad functionam)

3) Prognosis tentang kesembuhan (ad sanationam)

Pada prinsipnya tenaga kesehatan  atau dokter atau dokter gigi

harus memberikan informasi kepada pasien, namun ketentuan itu ada

pengecualiannya. Hiller mengemukakan empat macam pengecualian,

yaitu 39.

1) Gawat darurat medis;

2) Pasien inkompeten (tidak wenang);

3) Pasien pelepas hak; dan

4) Hak terapeutik istimewa bagi dokter.

Keempat pengecualian itu terkandung pengakuan bahwa nilai

individualitas yang hendak ditegakkan dalam informed consent bukanlah

satu-satunya masalah dalam dalam proses pengambilan keputusan

medis. Pertimbangan kesehatan bagi kepentingan individu sendiri juga

dipertimbangkan.

39Dikutip dalam Salim Hs. 2007. Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUH Perdata. PT. Raja
Grafindo Persada. Hal 61
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b. Cara memberikan informasi

1. Bentuk Persetujuan Tindakan Kedokteran

Bentuk persetujuan yang diberikan oleh pasien terhadap

tenaga kesehatan atau dokter atau dokter gigi dapat diberikan

baik secara tertulis maupun lisan (Pasal 45 ayat (4) Undang-

Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran).

Persetujuan lisan adalah persetujuan yang diberikan dalam

bentuk ucapan setuju atau bentuk gerakan menganggukkan

kepala yang diartikan sebagai ucapan setuju. Persetujuan secara

tertulis adalah suatu bentuk persetujuan yang diberikan oleh

pasien kepada tenaga kesehatan atau dokter atau dokter gigi, di

mana isi persetujuan itu telah dituangkan dalam bentuk formulir.

Informed Consent yang telah dibakukan dinamakan perjanjian

standar. Sedangkan bentuk persetujuan untuk tindakan medis

berisiko tinggi harus dibuat dalam bentuk tertulis. Tindakan medis

berisiko tinggi adalah seperti tindakan bedah atau tindakan invasif

lainnya.

2. Yang Berhak Memberikan Persetujuan Tindakan Kedokteran

Dalam penjelasan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran telah

ditentukan orang-orang yang berhak memberikan persetujuan.

Orang-orang yang berhak memberikan persetujuan atau
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penolakan tindakan kedokteran yaitu pasien yang bersangkutan.

Namun, terdapat pengecualian terhadap :

a) Apabila pasien yang bersangkutan berada dibawah

pengampunan (under curatele), persetujuan atau penolakan

tindakan medis dapat diberikan oleh keluarga terdekat antara

lain suami/istri/ayah/ibu kandung, anak-anak kandung atau

saudara saudara kandung.

b) Dalam keadaan gawat darurat, untuk menyelamatkan jiwa

pasien tidak diperlukan persetujuan. Namun, setelah pasien

sadar atau dalam kondisi yang sudah memungkinkan, segera

diberikan penjelasan dan dibuat persetujuan.

c) Dalam hal pasien adalah anak-anak atau orang yang tidak

sadar, penjelasan diberikan kepada keluarganya atau yang

mengantar.

d) Apabila tidak ada keluarganya, sedangkan tindakan medis

harus dilakukan, penjelasan diberikan kepada anak yang

bersangkutan atau pada kesempatan pertama pasien sudah

sadar.

Di dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan

Kedokteran bahwa persetujuan diberikan oleh pasein yang

kompeten atau keluarga terdekat. Pasien yang kompeten adalah

pasien dewasa atau bukan anak menurut peraturan perundang-
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undangan atau telah pernah menikah, tidak terganggu kesadaran

fisiknya, mampu berkomunikasi secara wajar, tidak mengalami

kemunduran perkembangan mental (retardasi) dan tidak

mengalami penyakit mental sehingga mampu membuat

keputusan secara bebas. Sedangkan keluarga terdekat adalah

suami atau istri, ayah atau ibu kandung, anak-anak kandung,

saudara-saudara kandung dan pengampunya.

3. Tujuan Persetujuan Tindakan Kedokteran

Tujuan persetujuan tindakan kedokteran atau informed

Consent adalah memberikan perlindungan hukum bagi pasien

dan tenaga kesehatan/dokter/dokter gigi. Perlindungan yang

diberikan kepada pasien adalah agar pasien mendapat pelayanan

kesehatan secara optimal dari tenaga kesehatan/dokter/dokter

gigi yang menanganinya. Sementara itu, bagi tenaga

kesehatan/dokter/dokter gigi adalah menjaga kemungkinan

tenaga medis/dokter/dokter gigi digugat oleh pasien atau

keluarganya apabila ia lalai dalam melaksanakan kewajibannya.

Apabila pasien telah memberikan informed consent

kepada tenaga medis/dokter/dokter gigi, maka kedudukan tenaga

kesehatan/dokter/dokter gigi menjadi kuat. Karena di dalam

informed consent telah disebutkan bahwa apabila tenaga

medis/dokter/dokter gigi gagal melaksanakan kewajiban, pasien

tidak akan menuntut tenaga medis/dokter/dokter gigi yang
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bersangkutan. Namun, secara yuridis pasien mempunyai hak

untuk menggugat tenaga medis/dokter/dokter gigi, apabila tenaga

medis/dokter/dokter gigi tidak melaksanakan standar profesi

dengan baik. Disamping itu, pasien juga diberikan hak menuntut

secara pidana dan secara administratif kepada tenaga

medis/dokter/dokter gigi yang tidak melaksanakan standar

profesi.

Dalam pandangan penganut falsafah konsekuensialis

(menganggap baik atau buruk suatu perbuatan berdasarkan

tujuan yang ingin dicapai), informed consent sebagai suatu yang

baik karena akan40 :

a) Meningkatkan kemandirian seseorang

b) Melindungi pasien

c) Menghindari penipuan dan pemerasan

d) Memacu sikap teliti pada pihak dokter

e) Meningkatkan keikutsertaan masyarakat.

4. Sanksi terhadap tenaga medis tidak memberikan Informed

Consent

Di dalam Pasal 13 Peraturan Menteri kesehatan Nomor

290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan

Kedokteran telah ditentukan sanksi bagi dokter yang tidak

memberikan informed consent kepada pasien atau keluarganya.

40Jayanti.2002. Penyelesaian Hukum dalam Malpraktik Kedokteran. Pustaka Yustisia, Yogyakarta,
Hal 91
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Sanksinya berupa sanksi administratif, yaitu pencabutan izin

praktiknya. Ketentuan itu, ada pengecualiannya.

Pengecualiannya, apabila tindakan yang harus dilaksanakan

dengan program pemerintah dan untuk kepentingan masyarakat

banyak, persetujuan tindakan medik tidak diperlukan.

D. Tanggungjawab Hukum Tenaga Medis

1. Pengertian Tanggungjawab Hukum tenaga Medis

Kata tanggungjawab hukum berasal dari dua kata, yaitu

tanggungjawab dan hukum. Kata tanggungjawab berasal dari terjemahan

kata verantwoordelijkheid, sedangkan kata hukum merupakan terjemahan

dari kata recht (Belanda), law (Inggris). Verantwoordelijkheid adalah

kewajiban memikul pertanggungjawaban dan memikul kerugian yang

diderita (bila dituntut) baik dalam hukum maupun dalam bidang

administrasi. Ada dua jenis tanggungjawab dalam defenisi ini, yakni

tanggungjawab hukum administrasi. Tanggungjawab hukum adalah jenis

tanggungjawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang

melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana. Dengan

demikian, yang bersangkutan dapat dituntut membayar ganti rugi dan atau

menjalankan pidana. Sementara itu, tanggungjawab administrasi adalah

suatu tanggungjawab yang dibebankan kepada yang orang yang

melakukan kesalahan administrasi, seperti misalnya dokter yang telah

melakukan pelanggaran administratif, maka yang bersangkutan dapat
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dicabut izin praktiknya41.

Tanggung jawab hukum tenaga medis/dokter/dokter gigi dapat

dikategorikan dalam tiga bidang tanggung jawab, yaitu: tanggung jawab di

bidang perdata, pidana, dan administrasi. Munculnya tanggung jawab

tenaga kesehatan/dokter/dokter gigi tidak melaksanakan prestasi dan

melakukan perbuatan melawan hukum. Prestasi tenaga

kesehatan/dokter/dokter gigi berupa melakukan upaya penyembuhan

secara optimal terhadap pasien. Apabila ia gagal dalam melaksanakan

prestasinya, ia dapat digugat oleh pasien untuk membayar ganti rugi,

sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1346 KUH Perdata, yaitu42:

a. Kerugian yang telah dideritanya, yaitu berupa penggantian biaya-

biaya dan kerugian;

b. Keuntungan yang sedianya akan diperoleh.

Begitu juga dalam hal tenaga medis/dokter/dokter gigi melakukan

perbuatan melawan hukum, tenaga medis/dokter/dokter gigi yang

bersangkutan dapat dituntut membayar ganti kerugian, sebagaimana yang

diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Timbulnya ganti rugi ini

disebabkan tenaga medis/dokter/dokter gigi melakukan tindakan yang

tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Misalnya, antara tenaga

medis/dokter/dokter gigi dengan pasien, telah sepakat untuk melakukan

41Salim HS. 2007. Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUHPerdata. PT. RajaGrafindo Persada.
Hal 71-72

42Salim HS. 2007. Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUH Perdata. PT. RajaGrafindo Persada.
Hal 74
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operasi terhadap tumor pada usus buntu, tetapi yang dioperasi adalah

usus buntunya. Ini jelas-jalas melakukan perbuatan melawan hukum.

Dalam bidang pidana, tenaga medis/dokter/dokter gigi dapat

dimintai tanggung jawab pidana. Ketentuan yang diterapkannya adalah

ketentuan yang terdapat dalam Pasal 359, 360, dan 361 KUH Pidana.

Pelanggaran dalam ketiga ketentuan itu adalah tindakan yang

menyebabkan matinya orang atau luka karena kekhilafan.

Ada tiga unsur yang harus dipenuhi oleh tenaga

medis/dokter/dokter gigi, supaya dapat dipidana, yaitu 43:

a. Tenaga medis/dokter/dokter gigi telah melakukan kesalahan profesi

medis

b. Tindakan tersebut dilakukan dengan sangat tidak berhati-hati

c. Adanya suatu akibat yang fatal atau serius (mati atau luka)

Dalam bidang administrasi, maka dokter yang melakukan

kesalahan profesional, dapat dicabut izin praktiknya oleh Menteri

Kesehatan.

2. Tanggung Jawab Hukum Perdata karena Wanprestasi

Pada dasarnya, setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak

harus dapat dilaksanakan secara sukarela, namun seringkali perjanjian

yang dibuat tersebut dilanggar oleh salah satu pihak.

Dalam suatu perjanjian, apabila debitur yang memenuhi kewajiban

43 Ibid
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sebagaimana yang telah diperjanjikan disebut prestasi, sedangkan

seorang debitur yang lalai, alpa dalam pemenuhan kewajibannya

sebagaimana yang telah diperjanjikan disebut wanprestasi. Kalau dalam

perjanjian medis apakah bisa dikatakan wanprestasi, kalau seorang tenaga

medis melakukan tindakan tetapi timbul risiko. Apakah bisa disamakan

bahwa perbuatannya itu wanprestasi karena tugas pekerjaan telah

dilaksankannya, maka tidak bisa dikatakan wanprestasi, akan tetapi bisa

dikatakan wanprestasi adalah kalau pelaksanaan pekerjaan itu tidak sesuai

dengan standar prosedur.

Ajaran mengenai wanprestasi atau cedera janji dalam hukum

perdata dikatakan, bahwa seorang dianggap melakukan wanprestasi

apabila 44:

a. Tidak melakukan apa yang disepakati untuk dilakukan

b. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat

c. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang

diperjanjikan

d. Melakukan sesuatu yang menurut hakikat perjanjian tidak boleh

dilakukan

Tentu tidak bisa disamakan dengan wanprestasi dalam perjanjian

pada umumnya, kecuali tenaga medis tersebut memang tidak

melaksanakan tugas sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam

prosedur tindakan kedokteran, maka bisa dikatakan wanprestasi. Tenaga

44Subekti. 2002. Hukum Perjanjian. PT Internusa. Cetakan kesembilan belas, Jakarta, Hal 45
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medis yang wanprestasi, baik yang mengakibatkan risiko maupun tidak,

bisa dikatakan wanprestasi, yang bisa dikenakan sanksi yuridis.

Wanprestasi dalam kontrak atau perjanjian pada umunya

mempunyai arti seseorang tidak memenuhi kewajiban atau tidak ada

pemenuhan apa yang telah diperjanjikan.

Bila dilihat dari penggolongannya wanprestasi dibagi menjadi

beberapa tingkatan antara lain 45:

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi, untuk di bidang medis kalau

seseorang tenaga medis tidak melakukan apa yang telah disanggupi

dalam perjanjian tindakan kedokteran, tanpa alasan yang sah, maka

bisa diklasifikasikan wanprestasi. Klasifikasi perbuatan yang telah

disanggupi ini termasuk perbuatan yang tidak tertulis dalam perjanjian,

akan tetapi menurut ukuran medis merupakan suatu keharusan.

b. Melaksanakan yang diperjanjikan, tetapi tidak sepenuhnya, baik timbul

risiko maupun tidak timbul risiko. Hanya saja pada dunia medis kalau

tidak timbul risiko tidak dipermasalahkan oleh pihak yang dirugikan.

c. Melaksanakan yang diperjanjikan tetapi terlambat, karena

keterlambatannya dalam pemenuhan perjanjian maka hasil

pemenuhan perjanjian tidak mempunyai arti yang optimal, atau telah

timbul kerugian dipihak tertentu.

d. Melakukan sesuatu yang dilarang oleh perjanjian, justru dinamakan

wanpestasi. Dengan demikian kalu tidak melaksanakan larangan yang

45 Iskandarsyah M. 2011. Tuntutan Pidana dan Perdata Malpraktik. Permata Aksara. Jakarta. Hal
44
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telah ditentukan oleh perjanjian disamakan prestasi.

Wanprestasi dalam medis bisa diartikan 46:

a. Seorang dokter tidak melaksanakan apa yang seharusnya menurut

standar, serta tidak memberitahukan kepada pasien atau keluarganya.

b. Melaksanakan pekerjaan tetapi tidak sepenuhnya menurut standar

operasional prosedur.

c. Tindakan medis dikerjakan tetapi sudah terlambat yang menimbulkan

dampak negatif terhadap pasien.

d. Melaksanakan tindakan medis padahal menurut standar seharusnya

tidak boleh dikerjakan.

Seseorang debitur yang telah digolongkan wanprestasi dapat

dilakukan penuntutan sebagaimana diatur  dalam Pasal 1267 KUH

Perdata 47:

a. Pemenuhan perjanjian

b. Ganti rugi

c. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi

d. Ganti rugi

e. Pembatalan perjanjian

f. Pembatalan disertai ganti rugi.

Pihak yang dituduh wanprestasi, dapat mengajukan tangkisan-

tangkisan untuk membebaskan diri dari akibat buruk dari wanprestasi,

46 ibid
47Subekti. 2002. Hukum Perjanjian. PT Internusa. Cetakan kesembilan belas, Jakarta, Hal 53
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tangkisan atau pembelaan tersebut dapat berupa48:

a. Tidak dipenuhinya kontrak (wanprestasi) terjadi karena keadaan

terpaksa (overmacht).

b. Tidak dipenuhinya kontrak (wanprestasi) terjadi karena pihak lain juga

wanprestasi (exception non adimpleti contractus).

c. Tidak dipenuhinya kontrak (wanprestasi) terjadi karena pihak lawan

telah melepaskan haknya atas pemenuhan prestasi.

Mengingat akibat-akibat yang timbul dari wanprestasi itu penting,

maka harus ditetapkan terlebih dahulu apakah salah satu pihak benar-

benar melakukan wanprestasi. Dalam praktek, hal ini tidak mudah untuk

menyatakan bahwa seseorang itu lalai atau alpa (melakukan wanpestasi).

Beberapa ilustrasi kasus yang menyebabkan dokter dapat terkena

tuntutan wanprestasi dari pasien, antara lain49 :

a. Seorang pasien datang kepada dokter ahli kandungan untuk dilakukan

sterilisasi, karena tidak ingin hamil lagi. Dokter ahli kandungan

bersedia melakukan sterilisasi terhadap pasien tersebut. Ternyata

beberapa bulan setelah dilakukan operasi, terjadi kehamilan lagi.

Maka dalam hal ini, dokter ahli kandungan tersebut dapat dituntut

tidak melakukan yang disanggupinya akan dilakukan. Alasan dari

tuntutan adalah, pasien bersedia dilakukan operasi sterilisasi, karena

tidak ingin hamil lagi, tetapi setelah dilakukan operasi, pasien masih

48 Ahmadi Miru. 2011. Hukum kontrak dan Perancangan Kontrak. PT Raja Grafindo Persada.
Jakarta. Hal 76
49Isfandyarie. 2006. Tanggung jawab hukum dan sanksi bagi dokter buku I. Prestasi Pustaka,
Jakarta, Hal 10
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bisa hamil lagi.

b. Pada papan nama praktik kedokteran, dokter mencantumkan jam

praktik antara jam 17.00 – 19.00 pencatuman jam praktik semacam

ini, dapat dianggap bahwa dokter berjanji untuk memberikan

pelayanan medis pada jam-jam tersebut. Bila pada jam 17.00 dokter

tidak ada di tempat, dokter baru datang jam 18.00, sementara pasien

sudah menunggu selama 1 jam, maka dokter dapat dituntut telah

melakukan wanprestasi karena terlambat melakukan apa yang

diperjanjikan.

c. Pasien setuju untuk dilakukan operasi Sectio Caesaria. Selama

operasi, termyata dokter juga menemukan adanya usus buntu yang

meradang atau appendicitis. Tanpa memberitahu pasien atau

keluarganya, dokter mengajak dokter ahli bedah untuk melakukan

pengambilan usus buntu pasien tersebut. Terhadap pengambilan usus

buntu appendectomi ini, dokter dapat dianggap melakukan apa yang

dijanjikan tidak sebagaimana yang dijanjikan. Dokter hanya

menjanjikan melakukan Sectio Caesaria saja, tanpa menjelaskan

kemungkinan dilakukannya appendectomi. Maka terhadap hal yang

demikian, dokter dapat juga dituntut sebagai wanprestasi.

d. Hampir sama dengan contoh diatas, dokter spesialis Obstetri

Gynaecology (Sp.OG) melakukan pengangkatan rahim atau

Hysterectomi karena selama Sectio Caesaria terjadi pendarahan yang

sulit di atasi. Penyulit semacam ini harus dijelaskan sejak awal kepada
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pasien, bahwa terjadinya perdarahan merupakan efek samping yang

mungkin terjadi dalam pelaksanaan Sectio Caesaria. Hal ini bisa

terjadi karena adanya perlengketan plasenta atau placenta accreta

misalnya, sehingga bila hal tersebut terjadi dan pendarahan tidak bisa

di atasi, maka untuk menyelamatkan nyawa pasien, ada kemungkinan

dokter melakukan pengangkatan rahim atau extended.

Ketidakmengertian pasein tentang tindakan tersebut, karena dokter

tidak memberikan penjelasan tentang risiko operasi sebelum

dilakukannya tindakan, dapat mengakibatkan dokter terkena tuntutan

wanprestasi sebagai akibat melakukan apa yang dijanjikan tidak

sesuai dengan yang telah dijanjikan. Dokter hanya menjanjikan untuk

melakukan section caesaria, tanpa pengangkatan rahim, ini yang

menjadi pedoman pasien untuk melakukan tunututan.
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E. Kerangka Pikir

BAB  III

KUH Perdata Buku III

UU No. 36 Tahun 2009 Tantang Kesehatan

UU Praktik Kedokteran No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Permenkes No. 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran

Pelaksanaan Persetujuan Tindakan
Kedokteran

- Syarat-syarat Sah
- Tata Cara Pelaksanaan
- Penerimaan / penolakan
- Risiko

Wanprestasi

- Tidak Sesuai Standar Pelayanan
Minimal

- Tidak Sesuai Standar Operating
Prosedure

- Terlambat
- Melaksanakan tetapi sesuai standar

tidak boleh dikerjakan

Terlaksananya Persetujuan Tindakan Kedokteran sesuai  dengan aturan Hukum
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F. Defenisi Operasional

1. Persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan pasien atau yang

sah mewakilinya setelah memperoleh informasi dari dokter.

2. Syarat-syarat sahnya perjanjian dalah suatu perjanjian dianggap sah

apabila pemberian informasi, pasien atau yang sah mewakili dalam

keadaan cakap untuk memberikan keputusan, persetujuan harus

diberikan secara sukarela, sepakat mereka yang mengakibatkan diri,

kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan

suatu sebab yang halal.

3. Tatacara pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran adalah

bagaimana isi dari perjanjian dan cara menyapaian informasi

sebelumpersetjuan tindakan dilakukan.

4. Penerimaan tindakan kedokteran adalah penyataan setuju oleh pasien

yang ditandai dengan penandatanganan persetujuan tindakan

kedokteran oleh pasien.

5. Penolakan tindakan kedokteran adalah pernyataan tidak setuju oleh

pasien terhadap tindakan kedokteran dengan menandatangani

persetujuan penolakan tindakan kedokteran (informed consent).

6. Risiko dari penerimaan/penolakan tindakan kedokteran adalah

kemungkinan yang akan timbul bila tindakan kedoteran dilakukan atau

tidak dilakukan.

7. Wanprestasi adalah apabila dokter melakukan salah satu dari keempat

syarat terjadinya wanprestasi.
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8. Tidak sesuai standard pelayanan minimal (SPM) adalah tindakan

kedokteran yang dilakukan oleh dokter yang tidak mengikuti SPM yang

telah ditetapkan.

9. Tidak sesuai setandard operating procedure (SOP) adalah tindakan

kedokteran yang dilakukan oleh dokter yang tidak mengikuti SOP yang

telah ada.

10. Terlambat adalah melakukan tindakan kedokteran  atau memberikan

pelayanan terhadap pasien yang tidak sesuai dengan prosedur dan

jadwal.

11. Melaksanakan tetapi sesuai standard tidak boleh dikerjakan adalah

suatu tindakan yang dilakukan oleh dokter akan tetapi dalam standard

tidak boleh dikerjakan.


